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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANTI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian
Kesehatan yang baik dan bersih perlu dilakukan upaya
pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari
korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kesehatan tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1294);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
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10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019
tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1759);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1146);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN.

Pasal 1

(1) Pedoman pembangunan Zona Integritas di lingkungan
Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(2) Pedoman pembangunan Zona Intergritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi unit kerja
Kementerian Kesehatan dan para pemangku kepentingan
dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani.

Pasal 2
(1) Pembangunan Zona Integritas merupakan perwujudan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian

Kesehatan di tingkat unit kerja.
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(2) Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib diwujudkan oleh seluruh unit kerja di

lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 3

(1) Menteri memberikan penghargaan kepada unit kerja yang
telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diberikan
pada:

a. unit kerja yang memenuhi persyaratan Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi; dan

b. unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi yang berhasil meningkatkan capaian nilai
pengungkit dan hasil berdasarkan evaluasi Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal
di lingkungan Kementerian Kesehatan dan diusulkan oleh
Inspektur Jenderal.

(4) Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibentuk oleh Menteri.

(5) Inspektur Jenderal atas persetujuan Menteri dapat
mengusulkan unit kerja yang telah memenuhi persyaratan
untuk memperoleh penghargaan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit
kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
tingkat nasional.

(6) Inspektorat Jenderal selaku unit kerja yang berperan
sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah tetap
melaksanakan pembangunan Zona Integritas, namun
tidak dilakukan penilaian untuk memperoleh predikat
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani.
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Pasal 4
(1) Menteri dapat mencabut predikat Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi terhadap unit kerja yang terbukti adanya
penyimpangan berdasarkan hasil audit internal dan/atau
eksternal dan/atau pemeriksaan Aparat Penegak Hukum.
(2) Menteri dapat mengusulkan pencabutan predikat Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi atau predikat Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani tingkat nasional kepada
Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi berdasarkan rekomendasi dari Inspektur

Jenderal.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1294), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juli 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 852
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